KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 108 /PB/2018

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETORAN/POTONGAN PENERIMAAN
DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA

Yth. 1. Direktur Sistem Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

A. Umum

Dalam rangka pengelolaan dana PFK, dimungkinkan terjadi kesalahan dan/atau kelebihan
penerimaan PFK baik atas setoran melalui Bank/Pos Persepsi maupun potongan Surat Perintah
Membayar. Atas kesalahan dan/atau kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK tersebut
dapat dikembalikan kepada yang berhak melalui mekanisme yang dapat
dipertanggungjawabkan serta memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi keuangan negara.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku
Satuan Kerja (440780) Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam
rangka pembayaran pengembalian kelebihan setoran/potongan penerimaan dana PFK.

2. Memberikan keseragaman bagi pelaksanaan tugas KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum
Negara dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) dan Surat
Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Penerimaan (SKP4) untuk keperluan
pengembalian kelebihan setoran/potongan penerimaan dana PFK.

C. Ruang Lingkup

1. Pengajuan permintaan pengembalian penerimaan dana PFK oleh Satuan Kerja
Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pihak Lain selaku penyetor penerimaan
dana PFK, dan/atau Bank/Pos Persepsi.

Penerbitan SKTB dan SKP4 oleh KPPN.

3. Penelitian kelengkapan dan penerusan dokumen tagihan pengembalian penerimaan dana
PFK oleh KPPN kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan.

4. Pengujian dokumen tagihan pengembalian penerimaan dana PFK dan penerbitan SPP/SPM
oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan.

D. Dasar
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D. Dasar

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.05/2018 tentang Dana Perhitungan Fihak
Ketiga.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Analisis dan Konsolidasi Data Penerimaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga
Pegawai Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

E. Petunjuk Pelaksanaan Pengembalian

1.

Dalam hal terjadi kesalahan dan/atau kelebihan setoran/potongan penerimaan dana PFK ke
Kas Negara, Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pihak Lain
selaku penyetor penerimaan dana PFK dan/atau Bank/Pos Persepsi mengajukan
permintaan pengembalian penerimaan dana PFK kepada KPPN mitra kerjanya dengan
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

Pengertian KPPN mitra kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu:

a. KPPN mitra kerja bagi Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga adalah KPPN
sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja
Kementerian Negara/Lembaga.

b. KPPN mitra kerja bagi Pemerintah Daerah dan Pihak Lain selaku penyetor penerimaan
dana PFK adalah KPPN sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran | Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2017 tentang Petunjuk Analisis dan

Konsolidasi Data Penerimaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga Pegawai Pada Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

c. KPPN mitra kerja bagi Bank/Pos Persepsi adalah KPPN Khusus Penerimaan.

Pengajuan permintaan pengembalian penerimaan dana PFK sebagaimana dimaksud pada
angka 1 diatur sebagai berikut:

a. Permintaan pengembalian penerimaan dana PFK oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga kepada KPPN mitra
kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2.a. dilampiri dokumen yaitu:

1) Fotokopi SPM dan Daftar SP2D per Satuan Kerja yang memuat adanya
kelebihan/kesalahan potongan dana PFK, dan/atau fotokopi bukti setor dan/atau
Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang memuat adanya kelebihan/kesalahan
setoran penerimaan dana PFK;

2) Fotokopi ...
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2) Fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan;

3) Surat Ketetapan Pengembalian, dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Surat Edaran Direktur Jenderal ini; dan

4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), dengan menggunakan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

b. Permintaan pengembalian penerimaan dana PFK oleh Pemerintah Daerah dan/atau
Pihak Lain selaku penyetor penerimaan dana PFK kepada KPPN mitra kerja
sebagaimana dimaksud pada angka 2.b. dilampiri dokumen yaitu:

1) Fotokopi bukti setor dan/atau BPN yang memuat adanya kelebihan/kesalahan
setoran penerimaan dana PFK;

2) Fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan;

3) Surat Ketetapan Pengembalian, dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Surat Edaran Direktur Jenderal ini; dan

4) SPTJM, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur
Jenderal ini.

c. Permintaan pengembalian penerimaan dana PFK oleh Pejabat pada Bank/Pos Persepsi
kepada KPPN mitra kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2.c. dilampiri dokumen
yaitu:

1) Fotokopi bukti setor dan/atau BPN awal yang salah perekaman/eksekusi kode
billing setoran penerimaan dana PFK (yang dimintakan pengembalian);

2) Laporan Harian Penerimaan (LHP);

3) Daftar Nominatif Penerimaan (DNP);

4) Fotokopi Bukti Pelimpahan Penerimaan Negara;

5) Fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan;

6) Surat Ketetapan Pengembalian, dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Surat Edaran Direktur Jenderal ini;

7) SPTJM, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur
Jenderal ini; dan

8) Fotokopi BPN atas transaksi pengganti, yakni transaksi dengan nilai nominal yang
benar sebagai pengganti atas transaksi penerimaan negara yang salah.

4. KPPN mitra kerja c.q. Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN/Seksi Verifikasi, Akuntansi dan
Kepatuhan Internal KPPN/Seksi Rekonsiliasi KPPN Khusus Penerimaan melakukan

pengujian kelengkapan permintaan pengembalian penerimaan dana PFK sebagaimana
dimaksud pada angka 3.

5. Dalam hal penerimaan dana PFK telah diterima dan dibukukan oleh Kuasa Bendahara
Umum Negara berdasarkan informasi Aplikasi SPAN atau Aplikasi OM SPAN Modul
Monitoring PFK, Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN/Seksi Verifikasi, Akuntansi dan
Kepatuhan Internal KPPN/Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Analisis Statistik KPPN Khusus
Penerimaan menerbitkan SKTB dengan menggunakan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran
Direktur Jenderal ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Lembar ke-1 disampaikan kepada Kepala KPPN;

b. Lembar ke-2 ...
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b. Lembar ke-2 disampaikan kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga,
Pemerintah Daerah, Pihak lain selaku penyetor penerimaan dana PFK, dan/atau
Bank/Pos Persepsi; dan

c. Lembar ke-3 sebagai pertinggal.

Atas dasar SKTB Lembar ke-1 sebagaimana dimaksud pada angka 5.a., Seksi Verifikasi
dan Akuntansi KPPN/Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN/Seksi
Pelaporan dan Kepatuhan Internal KPPN Khusus Penerimaan menerbitkan SKP4 untuk
ditetapkan oleh Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara atas nama Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
Edaran Direktur Jenderal ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Lembar ke-1 dan Lembar ke-2 disampaikan kepada Direktur Sistem Perbendaharaan
sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan (SPM-
PP);

b. Lembar ke-3 disampaikan kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga,
Pemerintah Daerah, Pihak lain selaku penyetor penerimaan dana PFK, dan/atau
Bank/Pos Persepsi; dan

c. Lembar ke-4 sebagai pertinggal.

Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN/Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal
KPPN/Seksi Pelaporan dan Kepatuhan Internal KPPN Khusus Penerimaan meneruskan
SKP4 Lembar ke-1 dan SKP4 Lembar ke-2, SKTB Lembar ke-1, dan surat permintaan
pengembalian penerimaan dana PFK beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
pada angka 3 kepada Seksi Bank KPPN/Subbagian Umum KPPN Khusus Penerimaan.

Seksi Bank KPPN/Subbagian Umum KPPN Khusus Penerimaan melakukan pengujian
permintaan pengembalian penerimaan dana PFK dengan cara:

a. Meneliti kesesuaian pengisian SKP4;
b. Meneliti kesesuaian pengisian SKTB; dan

c. Meneliti kelengkapan dokumen permintaan pengembalian penerimaan dana PFK dengan
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

Dalam hal berdasarkan pengujian permintaan pengembalian penerimaan dana PFK
sebagaimana dimaksud pada angka 8 dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Seksi Bank
KPPN/Subbagian Umum KPPN Khusus Penerimaan membuat Nota Dinas Kepala KPPN
mengenai penerusan dokumen tagihan pengembalian penerimaan dana PFK kepada
Direktur Sistem Perbendaharaan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran
Direktur Jenderal ini.

Kepala KPPN menyampaikan surat penerusan dokumen tagihan pengembalian penerimaan
dana PFK dilampiri:

a. Lembar penelitian kelengkapan dokumen;

b. SKP4 Lembar ke-1 dan SKP4 Lembar ke-2;

c. SKTB Lembar ke-1; dan

d. Surat permintaan pengembalian penerimaan dana PFK beserta dokumen pendukung,
kepada Direktur Sistem Perbendaharaan c.q. Kepala Subdirektorat Pembayaran Program
Jaminan Sosial, Perhitungan Pihak Ketiga, dan Kebijakan Tuntutan Ganti Rugi.

Berdasarkan surat penerusan dokumen tagihan pengembalian penerimaan dana PFK
sebagaimana dimaksud pada angka 10, Direktorat Sistem Perbendaharaan c.q.
Subdirektorat Pembayaran Program Jaminan Sosial, Perhitungan Pihak Ketiga, dan
Kebijakan Tuntutan Ganti Rugi:

a. Melakukan ...
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a. Melakukan pemeriksaan atas kesesuaian pengisian dan kelengkapan dokumen tagihan
pengembalian penerimaan dana PFK;

b. Menerbitkan Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan (SPM-PP) atas
beban akun penerimaan dana PFK yang sama dengan penerimaannya; dan

c. Mengajukan SPM-PP dilampiri SKP4 Lembar ke-2 kepada KPPN Jakarta |l.

12. KPPN Jakaria Il menerbitkan SP2D atas dasar SPM-PP sesuai ketentuan yang mengatur
mengenai tata cara penerbitan SP2D di KPPN.

13. Permintaan pengembalian kelebihan setoran/potongan penerimaan dana PFK tidak terikat
tahun anggaran. Pengembalian kelebihan setoran/potongan penerimaan dana PFK
mengurangi penerimaan dana PFK periode berjalan.

14. Direktorat Sistem Perbendaharaan menginformasikan penyelesaian taginan pengembalian
penerimaan dana PFK kepada KPPN secara elektronik.

15. Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 14, Seksi Bank
KPPN/Subbagian Umum KPPN Khusus Penerimaan memberitahukan kepada Satuan Kerja
Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pihak lain selaku penyetor penerimaan
dana PFK, dan/atau Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
Edaran Direktur Jenderal ini.

F. Penutup

1. Dengan diberlakukannya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, Surat Edaran Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor  SE-36/PB/2012  tentang Pengembalian Kelebihan
Setoran/Potongan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebagaimana diubah
terakhir kali dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2015
tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
SE-36/PB/2012 tentang Pengembalian Kelebihan Setoran/Potongan Penerimaan
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Para Kepala KPPN agar mematuhi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal ini dan
menyampaikan maksud Surat Edaran Direktur Jenderal ini kepada Satuan Kerja
Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pihak Lain selaku penyetor penerimaan
dana PFK Pegawai dan Bank/Pos Persepsi mitra kerjanya.

3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi
pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
tanggal 37 Desember 2018

Tembusan: S DERN

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Direktur lingkup Kantor Pusat DJPb



LAMPIRAN

Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor SE- 108 /PB/2018

Tentang Pengembalian Kelebihan
Setoran/Potongan Penerimaan Dana Perhitungan
Fihak Ketiga

A. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN DANA PFK

KOP SURAT
......................................... (1Y s cusasimaman susasmmes seorasensissens
Nomor AL i ) S SR (3 THRRMOIRIR. (- ) I
Lampiran ¥ e D
Hal :  Permintaan Pengembalian Penerimaan Dana
PFK
Yth. Kepala KPPN ..._.(6)....

Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE- /PBf2018 tentang
Pengembalian Kelebihan Setoran/Potongan Penerimaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga, bersama

ini kami mengajukan permintaan pengembalian penerimaan dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
sebagai berikut:

1. Alasan permintaan pengembalian:

............................................. (8)....
2. Dokumen pendukung (terlampir):

- TS (<) TR

o T () I

¢ dstii

3. Jumlah Yang Diminta: Rp....(10)....
R ) R

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN
DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

URAIAN ISIAN

Diisi dengan kop surat Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah |
Daerah, Pihak Lain selaku penyetor penerimaan dana PFK dan/atau Bank/Pos
Persepsi

Diisi dengan nomor surat permintaan pengembalian penerimaan dana PFK

Diisi dengan tempat penetapan surat permintaan pengembalian penerimaan dana
PFK

Diisi dengan tanggal surat permintaan pengembalian penerimaan dana PFK

Diisi dengan jumlah lembar lampiran

Diisi dengan nama KPPN mitra kerja

Diisi dengan alamat KPPN mitra kerja

Diisi dengan uraian singkat dan jelas mengenai alasan permintaan pengembalian
penerimaan dana PFK

(9)

Diisi dengan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan huruf E angka 3

(10)

Diisi dengan jumiah nominal rupiah dalam angka

(11)

Diisi dengan jumlah nominal rupiah dalam huruf

(12)

Diisi dengan nama jabatan penerbit surat permintaan pengembalian penerimaan
dana PFK

(13)

Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat permintaan
pengembalian penerimaan dana PFK dan dibubuhi cap dinas

Diisi dengan nama pejabat penerbit surat permintaan pengembalian penerimaan
dana PFK




B. FORMAT SURAT KETETAPAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN DANA PFK

KOP SURAT

SURAT KETETAPAN
PENGEMBALIAN PENERIMAAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA
Nomor ....... (2)eeen.

Menunjuk surat permintaan pengembalian penerimaan dana Perhitungan Fihak Ketiga

(PFK) dari .......... (3. nomor surat ............ (4)......... tanggal ........... (5)........... hal Permintaan
Pengembalian Penerimaan Dana PFK, dengan ini ditetapkan agar kelebihan penerimaan dana

PFK tersebut dikembalikan kepada:

No Nama Alamat NPWP Nomeor Nama Nama Nominal
Penerima Rekening | Rekening Bank | Pengembalian
.(6)... {7 - ..(8)... .(9)... ..(10)... L(11). ) - -.(13)...

Demikian ketetapan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ............. (14)

tanggal ....(15) bulan ....(16) tahun....(17)

....................... (18)ieeiee
................. (19)cciecenen

....................... (20).




PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN
DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

NO. URAIAN ISIAN
(1) Diisi dengan kop surat Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah
Daerah, Pihak Lain selaku penyetor penerimaan dana PFK dan/atau Bank/Pos
Persepsi
(2) Diisi dengan nomor penerbitan surat ketetapan pengembalian penerimaan dana
PFK |
(3) Diisi dengan instansi yang meminta pengembalian penerimaan dana PFK
(4) Diisi dengan nomor surat permintaan pengembalian penerimaan dana PFK
(5) Diisi dengan tanggal surat permintaan pengembalian penerimaan dana PFK
(6) Diisi dengan nomor urut
(7) Diisi dengan nama penerima pengembalian penerimaan dana PFK
(8) Diisi dengan alamat penerima pengembalian penerimaan dana PFK
(9) Diisi dengan nomor NPWP penerima pengembalian penerimaan dana PFK
(10) Diisi dengan nomor rekening penerima pengembalian penerimaan dana PFK
sesuai buku tabungan/rekening koran/data bank
(11) Diisi dengan nama rekening penerima pengembalian penerimaan dana PFK sesuai
buku tabungan/rekening koran/data bank
(12) Diisi dengan nama bank tempat penerima pengembalian penerimaan dana PFK
membuka rekening
(13) Diisi dengan nominal rupiah yang akan dikembalikan dalam angka
(14) Diisi dengan tempat surat ketetapan pengembalian penerimaan dana PFK dibuat
dan ditandatangani
(15) Diisi dengan tanggal surat ketetapan pengembalian penerimaan dana PFK dibuat
dan ditandatangani
(16) Diisi dengan bulan surat ketetapan pengembalian penerimaan dana PFK dibuat
dan ditandatangani
(17) Diisi dengan tahun surat ketetapan pengembalian penerimaan dana PFK dibuat
dan ditandatangani
(18) Diisi dengan nama jabatan penerbit surat ketetapan pengembalian penerimaan
dana PFK
(19) Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat ketetapan
pengembalian penerimaan dana PFK dan dibubuhi cap dinas
(20) Diisi dengan nama pejabat penerbit surat ketetapan pengembalian penerimaan

dana PFK




C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama I e (2Yossiurson memriinniniin
NIP S s (B rsssermmmasnmnmns
Jabatan . (4) i,

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas permintaan pembayaran pengembalian penerimaan dana PFK
Pt D) iy sebesar Rp....... 12} A ((E— () svsicsnvn ) untuk keperiuan....... (<) I—

2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran
pengembalian penerimaan dana PFK tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung
jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kembali kelebihan pembayaran tersebut ke Kas
Negara.

3. Segala akibat yang timbul dari pembayaran pengembalian penerimaan dana PFK ini menjadi
tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

...... (- S | .\ W
PA/KPA/BUD/Pimpinan........ [ i T
Meterai
Rp6000,- |-+ (12)isias

-10-



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

NO. URAIAN ISIAN

(1) | Diisi dengan kop surat Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah,
Pihak Lain selaku penyetor penerimaan dana PFK dan/atau Bank/Pos Persepsi

(2) | Diisi dengan nama pejabat yang menetapkan

(3) | Diisi dengan NIP/nomor kepegawaian pejabat yang menetapkan

(4) | Diisi dengan nama jabatan

(5) Diisi dengan nama Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah,
Pihak Lain selaku penyetor penerimaan dana PFK dan/atau Bank/Pos Persepsi

(6) | Diisi dengan jumlah nominal rupiah dalam angka

(7) | Diisi dengan jumiah nominal rupiah dalam huruf

(8) | Diisi dengan keperluan/maksud pengembalian penerimaan dana PFK

(9) | Diisi dengan tempat SPTJM dibuat dan ditandatangani

(10) | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat SPTJM dibuat dan ditandatangani

(11) | Diisi dengan nama Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah,
Pihak Lain selaku penyetor penerimaan dana PFK dan/atau Bank/Pos Persepsi

(12) | Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani SPTJM dan dibubuhi cap dinas
Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pihak Lain selaku
penyetor penerimaan dana PFK dan/atau Bank/Pos Persepsi

(13) | Diisi dengan nama pejabat penerbit SPTJM
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D. FORMAT SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN

(KOP SURAT KPPN)

SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN
Nomor ....(1)....

Seksi Verifikasi dan Akuntansi/Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal/Seksi
Verifikasi, Akuntansi, dan Analisa Statistik Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ......(2)....... t)

menerangkan bahwa Kuasa Bendahara Umum Negara telah membukukan Penerimaan Negara
dengan rincian sebagai berikut:

Tangaal Pembukuan Kuasa BUN
Nama S e‘?ogrl Nomor
No Penyetor/ NTPN/ Jumlah Setoran/
Satker*) Pgtg:ﬂgi?n Tanggal Nomor SPM i Potongan SPM*)
dan SP2D%)
1 2 3 4 5 6 7
(3) ...(4)... ook D)i . ..(6)... el s .(8)... .(9)...

.. (10) .... tanggal ..... (1) s

A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi/ Seksi
Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan
Internal/Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan
Analisis Statistik™)

*) pilih salah satu
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN

NO.

URAIAN ISIAN

(1)

Diisi dengan nomor penerbitan SKTB

2)

Diisi dengan nama KPPN

(3)

Diisi dengan nomor urut

Diisi dengan nama penyetor/satker penyetor

Diisi dengan tanggal penyetoran/tanggal SPM

Diisi dengan tanggal pembukuan Kuasa BUN

Diisi dengan nomor NTPN atau nomor SPM dan nomor SP2D

Diisi dengan kode akun menurut pembukuan Kuasa BUN

Diisi dengan jumlah atau nilai yang dibukukan oleh Kuasa BUN

Diisi dengan tempat SKTB dibuat dan ditandatangani

(11)

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun SKTB dibuat dan ditandatangani

(12)

Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani SKTB dan dibubuhi cap dinas
KPPN

(13)

Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani SKTB

Catatan:

Transaksi yang dicatat dalam SKTB adalah seluruh transaksi yang terkait dengan permintaan
pengembalian penerimaan dana PFK, bukan hanya transaksi yang dimintakan pengembaliannya.
Contoh dalam kasus setoran ganda (double bayar), SKTB harus mencantumkan 2 (dua) transaksi

(NTPN)

terkait meskipun hanya salah satu transaksi (NTPN) yang akan dimintakan

pengembaliannya.
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E. FORMAT SURAT
PENERIMAAN DANA PFK

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP- ... (1).......

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN

a.

—

DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pengelolaan dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK),
dimungkinkan terjadi kesalahan dan/atau kelebihan penerimaan dana
PFK baik atas setoran melalui Bank/Pos Persepsi maupun melalui
potongan Surat Perintah Membayar;

bahwa atas kesalahan dan/atau kelebihan setoran/potongan
penerimaan dana PFK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat
dikembalikan kepada yang berhak melalui mekanisme yang dapat
dipertanggungjawabkan serta memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi
pemerintahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Persetujuan Pembayaran Pengembalian Penerimaan Dana Perhitungan
Finak Ketiga;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5165);

MEMUTUSKAN:

. KEPUTUSAN  MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN
PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN DANA PERHITUNGAN
FIHAK KETIGA.
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PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menyetujui pembayaran pengembalian penerimaan dana PFK melalui
Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta |I
dengan uraian sebagai berikut:

1. Jumlah uang D Rpec(4)......
 — (9)........ )

2, Yang berhak menerima:
a. Nama Penerima e )
b. Alamat Penerima RR——, ) I
c. NPWP C e, ) —
d. Nomor Rekening e L P 52 ) AT
e. Nama Rekening 5 s (10)eiices
f. Nama Bank/Pos N erar (1 cmmsarsines

3 Atas beban:
a. Fungsi, Sub Fungsi, Program

00.00.00
b. Kegiatan, Sub Kegiatan 0000.0000
c. Klasifikasi Belanja 811
d. Akun
i(12)ee, (a13)5)
sebesar Rp.....(14).....
Umum Negara)

f. Satuan Kerja © 440780 (Pengembalian
Penerimaan Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK))

g. Lokasi . 01.51 (Jakarta Pusat)
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah untuk
keperluan pengembalian penerimaan dana PFK karena
............... [ [ RS

Pencairan dana dilakukan melalui KPPN Jakarta Il.

. Asli Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Direktur Sistem

Perbendaharaan selaku penerbit Surat Perintah Membayar Pengembalian
Penerimaan Dana PFK (SPM-PP PFK).

Ditetapkandi .............. (16)cccnnnee

pada tanggal ............... (G4 TO—

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU BENDAHARA UMUM NEGARA,

Kepala KPPN............. 1 1) ISR —
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA®

NOMOR KEP.....(1).... TANGGAL ...(17)...
TENTANG PERSETUJUAN PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN PENERIMAAN DANA
PERHITUNGAN FIHAK KETIGA

Penerima Rekening Nominal Pengembalian
s Nama Alamat B Nomor | Nama St {12 | n{12). % Jumlah
1 3 4 5 6 7 8 9 10=8+9
(21).. ] ..(22)... | ..(23)... | ..(24)... ]| ..(25)... | .(26)... | ..(27)... | ..(28)... | ..(28)... mei) .
Jumlah ..(14)... | ..(14).. ..(4)...

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU BENDAHARA UMUM NEGARA,
Kepala KPPN............. & )

* Lampiran hanya digunakan jika penerima pembayaran lebih dari 1 (satu) penerima.
**Kolom akun dapat ditambahkan, jika pembayaran kepada setiap penerima menggunakan lebih dari satu akun PFK
(Misal akun PFK 2% dan 8% gaji)
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PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN PENERIMAAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

NO. URAIAN ISIAN |

(1) | Diisi dengan nomor penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (nomor persuratan KPPN)

(2) | Diisi dengan surat permintaan pengembalian penerimaan dana PFK lengkap dengan
nomor dan tanggalnya

(3) | Diisi dengan SKTB lengkap dengan nomor dan tanggainya

(4) | Diisi dengan jumliah nominal rupiah dalam angka

(5) | Diisi dengan jumlah nominal rupiah dalam huruf

(6) | Diisi dengan nama penerima pengembalian penerimaan dana PFK. Jika lebih dari satu
penerima, diisi dengan “terlampir” (tanpa tanda petik)

(7) | Diisi dengan alamat penerima pengembalian penerimaan dana PFK. Jika lebih dari satu
penerima, diisi dengan “terlampir” (tanpa tanda petik)

(8) | Diisi dengan NPWP penerima pengembalian penerimaan dana PFK. Jika lebih dari satu
penerima, diisi dengan “terlampir” (tanpa tanda petik)

(9) | Diisi dengan nomor rekening penerima pengembalian penerimaan dana PFK. Jika lebih
dari satu penerima, diisi dengan “terlampir” (tanpa tanda petik)

(10) | Diisi dengan nama rekening penerima pengembalian penerimaan dana PFK. Jika lebih dari
satu penerima, diisi dengan “terlampir” (tanpa tanda petik)

(11) | Diisi dengan nama bank tempat penerima pengembalian penerimaan dana PFK membuka
rekening. Jika lebih dari satu penerima, diisi dengan “terlampir” (tanpa tanda petik)

(12) | Diisi dengan kode akun penerimaan dana PFK yang sama dengan SKTB (dapat diisi lebih
dari satu akun)

(13) | Diisi dengan uraian akun penerimaan dana PFK yang sama dengan SKTB (dapat diisi lebih
dari satu akun)

(14) | Diisi dengan nominal rupiah dalam angka untuk setiap akun penerimaan dana PFK

(15) | Diisi dengan uraian singkat alasan pengembalian penerimaan dana PFK

(16) | Diisi dengan nama tempat penerbitan Keputusan Menteri Keuangan

(17) | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penerbitan Keputusan Menteri Keuangan

(18) | Diisi dengan nama KPPN

(19) | Diisi dengan tanda tangan pejabat penerbit Keputusan Menteri Keuangan dan dibubuhi cap
dinas Kepala KPPN

(20) | Diisi dengan nama pejabat penerbit Keputusan Menteri Keuangan

L(21) | Diisi dengan nomor urut
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Diisi dengan nama penerima pengembalian penerimaan dana PFK

(23) | Diisi dengan alamat penerima pengembalian penerimaan dana PFK

(24) | Diisi dengan NPWP penerima pengembalian penerimaan dana PFK

(25) | Diisi dengan nomor rekening penerima pengembalian penerimaan dana PFK

(26) | Diisi dengan nama rekening penerima pengembalian penerimaan dana PFK

(27) | Diisi dengan nama bank tempat penerima pengembalian penerimaan dana PFK membuka
rekening

(28) | Diisi dengan nominal rupiah per akun per penerima dalam angka

(29) | Diisi dengan nominal rupiah per penerima dalam angka
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F. FORMAT LEMBAR PENELITIAN KELENGKAPAN

PENGEMBALIAN PENERIMAAN DANA PFK

<KOP SURAT KPPN>

DOKUMEN

PERMINTAAN

LEMBAR PENELITIAN KELENGKAPAN
DOKUMEN PERMINTAAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN DANA PFK

Surat dari Penyetor : Nomor: Tanggal:
o,y e (2).... (3)....
Nama Penerima Pembayaran QR | ) T,

Jumlah Pengembalian 2 RPaid(®)san

Dasar Hukum

Pengembalian

Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-
....IPB/2018 Tentang

Kelebihan

Setoran/Potongan Penerimaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga

No. Unsur Penelitian Kelengkapan Keterangan
Dokumen
Ada Tidak
1. | SKP4 Lembar ke-1 (tandatangan basah dan dibubuhi - 4(8).. L)
cap dinas) dan Lembar ke-2
2. | SKTB Lembar ke-1 (tandatangan basah dan dibubuhi ...(B)... ..(8)...
cap dinas)
3. | Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan Dana B

PFK dari Penyetor (tandatangan basah dan dibubuhi
cap dinas)

(7)o

.(B)...

...(8)...

.{9)...,

(10 ..

Kepala Seksi Bank/Subbagian Umum®*),

*) Pilih salah satu
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PETUNJUK PENGISIAN

LEMBAR PENELITIAN KELENGKAPAN
DOKUMEN PERMINTAAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN DANA PFK

NO.

URAIAN ISIAN

(1)

Diisi dengan nama Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah
Daerah, Pihak Lain selaku penyetor penerimaan dana PFK dan/atau Bank/Pos

Persepsi selaku pihak yang mengajukan permintaan pengembalian penerimaan
dana PFK

(2)

Diisi dengan nomor surat Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah
Daerah, Pihak Lain selaku penyetor penerimaan dana PFK dan/atau Bank/Pos

Persepsi selaku pihak yang mengajukan permintaan pengembalian penerimaan
dana PFK

(3)

Diisi dengan tanggal surat Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga,
Pemerintah Daerah, Pihak Lain selaku penyetor penerimaan dana PFK dan/atau

Bank/Pos Persepsi selaku pihak yang mengajukan permintaan pengembalian
penerimaan dana PFK

Diisi dengan nama penerima pembayaran atas pengembalian penerimaan dana
PFK. Jika lebih dari satu penerima, diisi dengan nama penerima pertama diikuti
dengan “dan kawan-kawan (jumlah penerima)”

(3)

Diisi dengan nominal rupiah pembayaran dalam angka

(6)

Diisi dengan checklist “V” bila dokumen sesuai dan lengkap

(7)

Diisi dengan kelengkapan dokumen sesuai huruf E.3. Contoh:

1. Fotokopi bukti setor dan/atau BPN yang memuat adanya kelebihan/kesalahan
setoran penerimaan dana PFK;

2. Fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan;

3. Surat Ketetapan Pengembalian; dan

4. SPTIM

(8)

Diisi dengan keterangan penjelas dalam hal dokumen telah sesuai

(©)

Diisi dengan nama tempat penetapan lembar penelitian kelengkapan dokumen
permintaan pengembalian penerimaan dana PFK

(10)

Diisi dengan tanggal penetapan lembar penelitian kelengkapan dokumen
permintaan pengembalian penerimaan dana PFK

(11)

Diisi dengan tanda tangan Kepala Seksi Bank/ Kepala Subbagian Umum dan
dibubuhi cap dinas

(12)

Diisi dengan nama pejabat yang menetapkan lembar penelitian kelengkapan
dokumen permintaan pengembalian penerimaan dana PFK
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G. FORMAT NOTA DINAS PENERUSAN DOKUMEN TAGIHAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN
DANA PFK

(KOP SURAT KPPN )

NOTA DINAS
NOMOR: ....(1)....
Yth. . Direktur Sistem Perbendaharaan

U.p. Kepala Subdirektorat Pembayaran Program Jaminan Sosial, Perhitungan
Pihak Ketiga, dan Kebijakan Tuntutan Ganti Rugi

Dari : Kepala KPPN ....(2)....

Sifat . Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal . Penerusan dokumen permintaan pengembalian penerimaan dana PFK dari
. -

Tanggal : ....(4)....

Bahwa berdasarkan;

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-  /PB/2018 tentang Pengembalian
Kelebihan Setoran/Potongan Penerimaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga.

dengan ini kami teruskan Surat ....(5).... Nomor....(6)....Tanggal....(7)....hal....(8).... beserta
dokumen pendukung dengan nilai permintaan pengembalian penerimaan dana Perhitungan Fihak

Ketiga (PFK) sebesar Rp....(9).... (....(10)....) berdasarkan lembar penelitian dokumen
sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CEI

Nama lengkap



PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENERUSAN DOKUMEN PERMINTAAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN DANA

PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

NO.

URAIAN ISIAN

(1

Diisi dengan nomor nota dinas penerusan dokumen permintaan pengembalian
penerimaan dana PFK

(2)

Diisi dengan nama KPPN

3)

Diisi dengan nama Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah
Daerah, Pihak Lain selaku penyetor penerimaan dana PFK dan/atau Bank/Pos
Persepsi selaku pihak yang mengajukan permintaan pengembalian

(4)

Diisi dengan tanggal penerbitan nota dinas penerusan dokumen permintaan
pengembalian penerimaan dana PFK

(5)

Diisi dengan nama Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah
Daerah, Pihak Lain selaku penyetor penerimaan dana PFK dan/atau Bank/Pos
Persepsi selaku pihak yang mengajukan permintaan pengembalian

(6)

Diisi dengan nomor surat Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah
Daerah, Pihak Lain selaku penyetor penerimaan dana PFK dan/atau Bank/Pos
Persepsi selaku pihak yang mengajukan permintaan pengembalian

(7)

Diisi dengan tanggal surat Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga,
Pemerintah Daerah, Pihak Lain selaku penyetor penerimaan dana PFK dan/atau
Bank/Pos Persepsi selaku pihak yang mengajukan permintaan pengembalian

(8)

Diisi perihal surat Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah
Daerah, Pihak Lain selaku penyetor penerimaan dana PFK dan/atau Bank/Pos
Persepsi selaku pihak yang mengajukan permintaan pengembalian

(9)

Diisi nominal rupiah permintaan pengembalian penerimaan dana PFK dalam angka

(10)

Diisi nominal rupiah permintaan pengembalian penerimaan dana PFK dalam huruf

(11)

Diisi dengan tanda tangan Kepala KPPN
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H. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENYELESAIAN TAGIHAN PENGEMBALIAN
PENERIMAAN DANA PFK

(KOP SURAT KPPN )

Nomor Y () N . [
Sifat : Biasa
Hal . Pemberitahuan Penyelesaian Tagihan

Pengembalian Penerimaan Dana PFK

Menunjuk Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ....(5).... Tanggal ....(6).... dan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor ....(7).... Tanggal ....(8)...., dengan ini diberitahukan
bahwa permintaan Saudara melalui Surat Nomor ....(9).... Tanggal....(10).... Hal Permintaan

Pengembalian Penerimaan Dana PFK sebesar Rp....(11).... (....(12)....) telah diselesaikan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,
sca 18 s

Nama lengkap
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PENYELESAIAN TAGIHAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN DANA

PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

NO.

URAIAN ISIAN

(1)

Diisi dengan nomor penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian tagihan |
pengembalian penerimaan dana PFK

(2)

Diisi dengan tanggal penerbitan surat surat pemberitahuan penyelesaian tagihan
pengembalian penerimaan dana PFK

(3)

Diisi dengan nama jabatan dan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga,
Pemerintah Daerah, Pihak Lain selaku penyetor penerimaan dana PFK dan/atau
Bank/Pos Persepsi selaku pihak yang mengajukan permintaan pengembalian

(4)

Diisi dengan alamat Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah
Daerah, Pihak Lain selaku penyetor penerimaan dana PFK dan/atau Bank/Pos
Persepsi selaku pihak yang mengajukan permintaan pengembalian

(5)

Diisi nomor SPM Pengembalian Penerimaan Dana PFK

(6)

Diisi tanggal SPM Pengembalian Penerimaan Dana PFK

(1)

Diisi nomor SP2D Pengembalian Penerimaan Dana PFK

(8)

Diisi tanggal SP2D Pengembalian Penerimaan Dana PFK

(9)

Diisi dengan nomor surat permintaan pengembalian penerimaan dana PFK

(10)

Diisi dengan tanggal surat permintaan pengembalian penerimaan dana PFK

(11)

Diisi nilai nominal rupiah pengembalian penerimaan dana PFK Pegawai dalam
angka

(12)

Diisi nilai nominal rupiah pengembalian penerimaan dana PFK Pegawai dalam
huruf

(13)

Diisi dengan tanda tangan Kepala KPPN dan dibubuhi cap dinas
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